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BAB 7
PERINGATAN 50 TAHUN ASEAN: REFLEKSI KERJA SAMA
ASEAN DALAM MEWUJUDKAN “ASEAN BEBAS
NARKOBA 2015”

V.L. Sinta Herindrasti

1. Pendahuluan

Tahun 2017 menandai 50 tahun perjalanan ASEAN (The
Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-
bangsa Asia Tenggara) sejak kelahirannya pada 1967 sebagai
suatu organisasi regional beranggotakan 10 negara anggota di
kawasan Asia Tenggara. Mewujudkan dan memelihara
semangat kerja sama regional sepanjang 50 tahun tentu
merupakan sebuah prestasi tersendiri yang patut disyukuri di
tengah berbagai tantangan nasional, regional, global yang
semakin meningkat.

Melalui berbagai fase penting kesepakatan para
pemimpinnya, ASEAN berhasil melakukan transformasi menuju
pembentukan Masyarakat ASEAN 2015 yang terdiri dari tiga
pilar, yaitu pilar Masyarakat Politik-Keamanan, Pilar
Masyarakat Ekonomi dan Pilar Masyarakat Sosial Budaya
(ASEAN Community 2015). Paska Desember 2015, ASEAN
bahkan telah menyiapkan dokumen pengganti peta jalan
menuju Masyarakat ASEAN 2015, yaitu “ASEAN 2025:
Melangkah Maju Bersama” yang terdiri dari lima dokumen,
yaitu (i) Deklarasi Kuala Lumpur Mengenai “ASEAN 2025:
Melangkah Maju Bersama”, (ii) Visi Masyarakat ASEAN 2025,
(iif) Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN 2025, (iv)
Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025, dan (v) Cetak
Biru Masyarakat Sosial- -Budaya ASEAN 2025 (Kemenlu, ASEAN
2025: Melangkah Maju Bersama). Transformasi ASEAN
setidaknya dapat dilihat dalam penguatan integrasi regional
secara internal melalui Komunitas ASEAN menghadapi
perkembangan konstelasi politik internasional dan peningkatan
peran ASEAN di kawasan (melalui kerja sama ASEAN dengan
mitra wicara Jepang, RRT, Republik Korea, India, Australia,
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Selandia Baru, Amerika Serikat, Kanada, Rusia, Uni Eropa)
maupun luar kawasan (UNDP, PBB, CELAC, GCC, Mercosur,
ECO, SAARC, PA) (Kemenlu ASEAN 2025:Melangkah Maju
Bersama, 191-150).

Di tengah berbagai kegiatan kerja sama dan transformasi
ASEAN menuju pemenuhan peran regional dan globalnya,
ketahanan masyarakat ASEAN perlu menjadi perhatian utama
mengingat tanpa peningkatan kualitas masyarakat, ketiga pilar
Komunitas ~ASEAN tidak akan dapat dikembangkan
sepenuhnya. Dalam kerangka inilah kita patut merefleksikan
salah satu kerja sama penting ASEAN, yaitu pengendalian
penyebarluasan penyalahgunaan narkoba (Simangkulangit
2011,12) - suatu ancaman nyata yang tidak dapat diabaikan oleh
seluruh  masyarakat regional ASEAN karena potensi
destruktifnya bagi generasi muda negara anggota ASEAN.

Tulisan ini akan mengkaji secara singkat apa yang telah
dilakukan oleh ASEAN dalam usaha mencegah penyalahgunaan
narkoba, hasil dari berbagai pertemuan tingkat ASEAN, serta
tantangan ASEAN Bebas Narkoba paska-2015. Tulisan ini lebih
merupakan refleksi dengan mendasarkan pada informasi dan
data kepustakaan serta hasil penelitian lembaga nasional
maupun internasional.

2. Kesadaran akan Ancaman Penyalahgunaan Narkoba

Kesadaran akan ancaman penyalahgunaan narkoba telah
dimulai sangat awal sejak pendirian atau lahirnya ASEAN. Pada
Februari 1976 sebagai hasil dari deklarasi ASEAN Concord, para
anggota sepakat di bawah kerja sama sosial untuk
meningkatkan kerja sama baik antar anggota maupun lembaga
internasional ~ untuk  mencegah dan  menanggulangi
penyalahgunaan dan perdagangan gelap narkoba (ASEAN.org
2017). Sementara, secara formal, kerja sama dimulai dengan
ditandatanganinya ASEAN Declaration of Principles to Combat the
Abuse of Narcotic Drugs pada sidang ke-9 AMM (ASEAN
Ministerial Meeting) di Manila tanggal 26 Juni 1976. Dalam
konteks penanggulangan penyalahgunaan narkoba lima negara
pada waktu itu sepakat untuk (ASEAN declaration 1976): (a)

184



e TT T mereras s AU Tesis ASLyeLINUS ANGE JVE UMM LADLWIE LS VLWITL

-"Z\/Iewujudkan “Asean Bebas Narkoba 2015”

Intensify its vigilance and preventive and penal measures with regard
to illicit traffic in drug by (i) organizing exchange of information on
individuals, gangs and syndicates in the territory of each member
country, (ii) organizing efforts to eliminate the illicit cultivation of
opium poppy, cannabis and coca bush, (iii) organizing efforts to
eliminate the illicit manufacture of drugs; (b) Organize cooperation in
the fields of drug research and education, (c) Institute improvements in
national legislation aimed at intensifying the fight against the abuse of
drugs and its consequences.

Selain menekankan kerja sama lembaga nasional dengan
lembaga internasional terkait (The Colombo Plan Bureau, lembaga
khusus PBB, Interpol), deklarasi juga mendorong kerja sama di
bidang penelitian, perdagangan gelap (pelaku, manufaktur, budi
daya), keterampilan teknis dalam penanggulangan perdagangan
gelap, penelitian laboratorium, peraturan hukum, pendidikan
dan informasi, peraturan pencegahan terkait budidaya dan
perdagangan gelap, pengobatan dan rehabilitasi, pelatihan
kontrol dan investigasi. Meskipun masih sangat awal, dua
deklarasi sudah menunjukkan pentingnya memberi perhatian
pada dua area yang sangat strategis, yaitu produksi dan
distribusi illegal narkoba di Asia Tenggara - sesuatu yang
hingga saat ini masih menjadi perhatian utama dan melibatkan
pilar Politik Keamanan dan Sosial Budaya.

Sebagai respons dari deklarasi 1976, diadakan pertemuan
pertama para ahli narkoba di Singapura yang menghasilkan
empat  rekomendasi dalam  empat bidang utama
penanggulangan narkoba yaitu (i) enforcement and legislation, (ii)
treatment and rehabilitation, (iii) prevention and information, (iv)
training and research. Pertemuan juga menghasilkan strategi yang
dikembangkan untuk meningkatkan kerja sama dalam
menerapkan prinsip-prinsip Deklarasi ASEAN, yang menjadi
benih pengembangan program kerja sama narkoba.

Sementara kebutuhan akan pendekatan regional
diperkuat dengan pertemuan para ahli ke-8 pada 1984 yaitu An
ASEAN Regional Policy and Strategy in the Prevention and Control of
Drug Abuse and Illicit Trafficking dimana kesadaran masalah
narkoba meluas tidak hanya masalah sosial dan ekonomi namun

185



Mewujudkan “Asean Bebas Narkoba 2015”

juga berimplikasi pada keamanan nasional, stabilitas,
kesejahteraan dan ketahanan nasional.

Pada tahun 1994 melalui ASEAN Three Year Plan of Action
on Drug Abuse Control yang dilaksanakan pada pertemuan
ASOD ke-17 (ASEAN Senior Officials Meeting on Drug Matters)
dengan dukungan dana dari UNDP menghasilkan rencana aksi
di empat area yaitu (i) preventive drug education, (ii) treatment and
rehabilitation, (iii) enforcement dan (iv) research
(Aipasecretariat.org 2017).

Dalam program pendidikan pencegahan dan informasi,
ASOD mengorganisasi berbagai lokakarya pendidikan untuk
para guru dan pembuat kurikulum serta studi perbandingan
dalam pendidikan pencegahan. Sementara kerja sama dalam
penegakan hukum termasuk program pertukaran para personil
penegak hukum, melaksanakan berbagai program pelatihan
dengan bantuan lembaga internasional dan berbagi informasi
terkait kecenderungan, modus operandi dan rute perdagangan
illegal narkoba. Pada tingkat operasional juga dilakukan
pertukaran personel di bidang pengobatan dan rehabilitasi.

Usaha ini juga dilengkapi dengan pendirian empat pusat
pelatihan, yaitu The ASEAN Training Centre for Narcotics Law
Enforcement di Bangkok, the ASEAN Training Centre for Preventive
Drug Education di Manila, the ASEAN Training Centre for
Treatment and Rehabilitation di Kuala Lumpur dan the ASEAN
Training Centre for the Detection of Drugs in Body Fluids di
Singapura (ASEAN Declaration 1976). Pusat pelatihan
penegakan hukum narkotika merekomendasikan negara-negara
ASEAN  mengakui perlunya pelatihan khusus untuk
memperbaiki pelayanan sosial dan memperkuat jaringan
regional penegakan hukum narkotika. Kegiatan utama termasuk
sembilan pelatihan (1980-1988) dengan bantuan pemerintah
Amerika dan merancang proyek pelatihan tiga tahun untuk
mendukung pelatihan jangka panjang ASEAN dengan bantuan
UNDP. Pelatihan untuk pejabat menengah dan senior dilakukan
setiap tahun meliputi topik Financial investigation and Forfeiture of
Assets, Intelligence Collection, Analysis and Dissemination dan
Controlled Delivery.
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Pusat Pelatihan Filipina mempunyai program spesifik
yaitu melindungi anak-anak dan pemuda dari bahaya narkoba
melalui program pendidikan pencegahan. Program meliputi
kegiatan jangka panjang pendidikan pencegahan di sekolah dan
komunitas di setiap negara anggota ASEAN, koordinasi
pelaksanaan program, membantu pengembangan program
pendidikan narkoba yang efisien dan komprehensif, melakukan
penelitian dan evaluasi jenis-jenis program pelatihan,
merencanakan pendekatan baru, materi dan instruksi pelatihan,
melaksanakan program orientasi pendidikan pencegahan
narkoba untuk para pendidik, administrator, praktisi, polisi,
pejabat peradilan dan pimpinan komunitas, mengembangkan
instrument evaluasi dalam program pendidikan untuk
mencegah penyalahgunaan narkotika.

3. ASEAN Bebas Narkoba 2015 dalam Kerangka Cetak Biru
Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (2009-2015)

Berbagai inisiatif yang telah dilaksanakan dalam
program kerja sama ASEAN semakin mendorong pemimpin
ASEAN  untuk mencanangkan program pengendalian
penyalahgunaan narkoba dengan target yang lebih jelas. Pada
Juli 1998 dalam pertemuan AMM ke-31 ditandatangani Joint
Declaration for a Drug Free ASEAN by 2020 - dimana ditegaskan
komitmen para anggota untuk menghapuskan produksi proses,
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di ASEAN
sebelum 2020. Namun pada pertemuan AMM ke-33 Juli 2000,
target itu dimajukan menjadi 2015 melalui “Drug Free ASEAN to
2015”. Secara umum komitmen politis ini merupakan
pengakuan regional akan skala ancaman penyalahgunaan
narkoba namun bagaimana untuk mengatasi secara konkrit
masih belum jelas.

~ Pada pertemuan ASOD 29 Oktober 2007 Drug Free
ASEAN 2015 Status and Recommendations dilakukan review
terhadap pelaksanaan ASEAN Bebas Narkoba 2015 dan
beberapa rekomendasi disampaikan dalam pertemuan AMMTC
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(ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime) di Brunei 6
November 2007.

Seiring dengan inisiatif tersebut, dalam KTT ASEAN ke-
13 di Singapura pada 20 November 2007, menyepakati untuk
membentuk Cetak Biru Masyarakat Sosial Budaya ASEAN atau
ASEAN  Socio-Cultural Community (ASCC) Blueprint untuk
menjamin adanya tindak lanjut konkret untuk mempromosikan
pembentukan sebuah masyarakat Sosial Budaya ASEAN.
Tujuan utama ASCC antara lain adalah “...memberikan
kontribusi dalam mewujudkan masyarakat ASEAN yang
berorientasi kepada rakyat dan memiliki tanggung jawab secara
sosial untuk mencapai solidaritas dan persatuan di antara
bangsa-bangsa dan rakyat ASEAN dengan menumbuhkan
kesamaan identitas dan membangun masyarakat yang saling
peduli, berbagi yang dapat meningkatkan taraf hidup, mata
pencaharian, serta kesejahteraan rakyat di kawasan ..” (Kemenlu
2015, 1). Pada intinya Masyarakat Sosial Budaya ASEAN yang
diimpikan mempunyai lima karakteristik utama yaitu (a)
pembangunan manusia, (b) kesejahteraan dan perlindungan
sosial, (c) hak-hak dan keadilan sosial, (d) penjaminan
kelestarian lingkungan, (¢) membangun identitas ASEAN dan 69)
pengurangan kesenjangan pembangunan. Dalam konteks
masyarakat sejahtera bebas dari ancaman narkoba, cetak biru
ASCC menempatkan dalam point (b) yaitu kesejahteraan dan
perlindungan masyarakat yaitu “... ASEAN memiliki komitmen
untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan dan
penghidupan rakyat ASEAN melalui upaya menanggulangi
kemiskinan, menjamin kesejahteraan dan perlindungan sosial,
membangun lingkungan yang aman, terjamin dan bebas
narkoba, meningkatkan ketahanan terhadap ancaman bencana,
dan menangani permasalahan pembangunan kesehatan
(Kemenlu 2015,9).

Penjaminan ASEAN Bebas Narkoba dirumuskan dalam
tujuan  strategis dan sejumlah langkah tindakan yang
diharapkan dapat menjadi acuan implementasi dan penjaminan
efektivitas implementasi sesuai rekomendasi langkah tindakan
(Kemenlu 2015, 41-42). Disebutkan bahwa tujuan strategis
Penjaminan ASEAN Bebas Narkoba adalah “.. .mengurangi secara
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signifikan meluasnya penyalahgunaan narkotika dan obat-obat
terlarang (narkoba) di kalangan masyarakat umum, khususnya pelajar,
pemuda dan kelompok beresiko tinggi dan rentan melalui upaya
pencegahan dan dengan meningkatkan akses terhadap perawatan,
rehabilitasi, dan pelayanan pemulihan pasca perawatan untuk menjami
reintegrasi (pengguna narkoba) secara penuh ke dalam masyarakat,
dan melalui penguatan kemitraan antara sektor publik dan swasta
serta organisasi-organisasi masyarakat madani..” (Kemenlu 2015,11).
Sementara berbagai tindakan yang akan dilakukan untuk
mencapai tujuan strategis tersebut adalah (Kemenlu 2015,17-18):
mengembangkan dan melaksanakan secara luas program
pencegahan dan pengendalian penyalahgunaan narkoba yang
berbasis keluarga, sekolah, lingkungan kerja dan masyarakat;
meningkatkan kesadaran masyarakat dan respons sosial dengan
melakukan advokasi secara proaktif terhadap dampak negatif
dan bahaya narkoba; mengurangi penyalahgunaan narkoba
dengan membangun konsensus dan pemanfaatan bersana
praktik terbaik dalam program pengurangan permintaan
narkoba; pemanfaatan bersama data penelitian narkoba di
antara anggota negara anggota ASEAN; mengembangkan
bantuan teknis untuk membantu negara-negara tertentu dalam
mengidentifikasi tanaman alternatif sebagai pengganti dari
tanaman narkoba illegal, dan melembagakan reformasi
kebijakan yang berkelanjutan; mempromosikan akses pasar
yang lebih luas untuk produk pengembangan alternatif di
wilayah ASEAN yang sejalan dengan kesepakatan nasional dan
internasional, serta peraturan perdagangan terkait dengan
perjanjian perdagangan multilateral; memfasilitasi pendirian
dan pemeliharaan pusat perawatan dan rehabilitasi di setiap
negara anggota ASEAN; tukar menukar pengalaman, keahlian,
dan praktik terbaik serta pembelajaran mengenai pencegahan,
perawatan dan pemulihan pengguna/pecandu narkoba di
antara organisasi publik dan organisasi berbasis masyarakat
serta LSM; memperkuat kemampuan di bidang pengurangan
permintaan narkoba dan pengawas narkoba; serta membentuk
kelompok ahli dan pelatih dalam bidang pengurangan
permintaan narkoba serta program pengawasan narkoba.
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Pada 24-25 Agustus 2015 dalam pertemuan ASOD ke-36
dibahas mengenai inisiatif regional yang lebih baik untuk
menghadapi situasi global yang semakin menantang. Pertemuan
diikuti dengan pertemuan AMM on Drugs Matter pada 29
Oktober 2015 di Langkawi, Malaysia (Cnb.gov.sg 2017).
Sementara itu dengan berakhirnya periode cetak biru ASCC
2009-2015, pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-27 di
Kuala Lumpur 22 November 2015 kepala negara/kepala
pemerintahan negara anggota ASEAN mengesahkan deklarasi
Kuala Lumpur mengenai ASEAN 2025: Melangkah Maju
Bersama, yang terdiri dari Visi Masyarakat ASEAN 2025, Cetak
Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN 2025, Cetak Biru
Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025 dan Cetak Biru Masyarakat
Sosial-Budaya ASEAN 2025 - untuk menggantikan peta jalan
masyarakat ASEAN (2009-2015) (Kemenlu, ASEAN 2025:
Melangkah Maju Bersama, 1-4). Deklarasi juga menetapkan
negara anggota ASEAN beserta organ-organ dan Badan-badan
ASEAN untuk mengimplementasikan ASEAN 2025: Melangkah
Maju Bersama secara tepat waktu dan tepat guna sesuai dengan
tujuan dan prinsip-prinsip ASEAN; selain juga menugaskan
organ-organ dan badan-badan ASEAN untuk mengerahkan
sumber daya internal dan eksternal (Kemenlu, ASEAN 2025:
Melangkah Maju Bersama, 3).

4. AMMTC

Mengingat masalah penyalahgunaan narkoba
melibatkan faktor perdagangan/distribusi illegal, maka inisiatif
pencegahan juga melibatkan kerja sama pemberantasan
kejahatan lintas negara (transnational crime) di bawah pilar
Politik Keamanan. Badan pengambil kebijakan tertinggi dalam
penanganan kejahatan lintas negara adalah AMMTC (ASEAN
Ministerial Meeting on Transnational Crime), dengan tugas utama
mengkoordinasikan kerja sama berbagai badan ASEAN yang
terkait dengan pemberantasan kejahatan lintas negara (Kemenlu
2011, 27). Perdagangan gelap narkoba menjadi bagian dari
delapan bidang prioritas rencana aksi AMMTC untuk
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memberantas kejahatan lintas negara, yaitu (i) counter terrorism,
(i) illicit drugs trafficking, (iii) trafficking in persons, (iv) money
laundering, (v) arms smuggling, (vi) sea piracy, (vii) international
economic crime dan (viii) cyber crime.

5. Inisiatif ACCORD

Selain kerja sama ASEAN yang dilakukan melalui
mekanisme ASOD, pada 2000 dibawah dukungan the United
Nations Oﬁice on Drugs and Crime for East Asia and the Pacific,
dilaksanakan kongres internasional “In Pursuit of a Drug-Free
ASEAN and China 2015”di Thailand, menghasilkan mekanisme
kerja sama regional yang disebut ACCORD (ASEAN and China
Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs). Rencana
aksi ACCORD meliputi empat pilar aksi yang diajukan oleh 36
negara dan 16 organisasi internasional, yaitu (UNODC 2015,6):
promoting civic awareness and social response by proactively
advocating on the dangers of drugs, reducing illicit consumptzon of
drugs by building consensus and sharing best practices in demand
reduction, strengthening the rule of law by an enhanced network of
control measures and improved law enforcement cooperation and
legislative review, eliminating or significantly reducing the production
of illicit narcotic crops by boosting alternative development
programmes.

Untuk operasionalisasi pilar, dibentuk regional task force
terdiri dari perwakilan delapan negara ACCORD, perwakilan
dari kedutaan, NGO dan organisasi lain dengan tanggung jawab
untuk membantu koordinasi operasional melalui pembentukan
rencana kerja tahunan, review dan identifikasi proyek prioritas
dengan pertemuan sekali setahun.

Dalam kongres internasional kedua Oktober 2005,
rencana aksi ACCORD diperbaharui untuk merespons berbagai
perubahan sejak 2000, termasuk (UNODC 2015,7): supressing the
availability of precursor chemicals for illicit drug manufacture;
providing alternative income generating opportunities for farmers
cultivating illicit drug crops, decreasing and controlllng profits from
drug trafficking, increasing the availability of primary prevention,
treatment and rehabilitation interventions, enhancing regional
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cooperation between governments, strengthening the capacity of law
enforcement agencies, reducing HIV vulnerability from drug abuse;
and mobilizing government agencies, NGOs, the media and the private
sector in the fight against illicit drugs.

Pertemuan Task Force ACCORD “ASEAN and China
Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs (ACCORD)
8th Task Forces Meetings on Civic Awareness and Demand
Reduction” pada Agustus 2009 di Jakarta (UNODC 2009)
membahas mengenai kemajuan aksi di dua pilar tersebut yaitu
penyadaran masyarakat dan pengurangan permintaan serta
perlunya menggeser fokus dari intervensi kebijakan berpijak
pada keamanan (security) menjadi kesehatan masyarakat.

6. Rencana Aksi ASEAN untuk Menyelamatkan Komunitas
dari Penyalahgunaan Narkoba 2016-2025 dalam kerangka
ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama

Visi ASEAN untuk Masyarakat Sosial Budaya ASEAN
2025 harus merupakan suatu masyarakat yang melibatkan dan
memberikan manfaat bagi rakyat, dan suatu masyarakat yang
inklusif, berkelanjutan, kokoh dan dinamis. Di dalam dokumen
Cetak Biru MSBA, ASEAN bebas Narkoba ditegaskan sebagai
bagian dari perwujudan karakteristik “ketahanan” - yang
dianggap sebagai aspek penting dari keamanan manusia dan
lingkungan yang berkelanjutan serta untuk mencapai
peningkatan kapasitas untuk merespons ancaman yang muncul.
Mengingat penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman terhadap
ketahanan, maka dirumuskan langkah-langkah strategis untuk
mencapainya, yaitu (Kemenlu ASEAN 2025: Melangkah Maju
Bersama, 131-132) : mendorong koordinasi dengan pemangku
kepentingan terkait dalam perumusan kebijakan,
mengembangkan  dan  mengimplementasikan program
pencegahan bagi sasaran kelompok yang berbeda, mengadopsi
dan menggunakan rehabilitasi dan penanganan program pasca
perawatan, serta penelitian mengenai masalah penyalahgunaan
narkoba; meningkatkan kesadaran masyarakat dan tanggung
jawab sosial mengenai dampak buruk bahaya narkoba melalui
pelibatan masyarakat, advokasi dan kegiatan terkait lainnya.
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Dalam pertemuan AMMD (ASEAN Ministerial Meeting on
Drug Matters) ke-5 di Singapura 19-20 Oktober 2016,
dirumuskan the ASEAN Work Plan on Securing Communities
Against Illicit Drugs 2016-2025 yang memuat detail komponen
dan kegiatan yang. diusulkan untuk mengatasi kegiatan illegal
dan dampak negatif bagi masyarakat (ASEAN.org 2016).
Disebutkan dalam dokumen bahwa “... The realization of a Drug-
Free ASEAN is to successfully and effectively address illicit drug
activities and mitigate its negative consequences to society, through
significant and sustainable reduction in illicit crop cultivation, illicit
manufacture and trafficking of drugs and drugs-related crimes and
prevalence of illicit drug use.” (ASEAN.org 2016, 1). Dalam hal ini
ASOD tetap menjadi badan yang bertanggungjawab terhadap
masalah yang berkaitan dengan narkoba dengan memonitor
implementasi rencana kerja tersebut dengan didukung oleh lima
kelompok kerja yaitu Preventive Education, Treatment and
Rehabilitation, Law  Enforcement, Research dan Alternative
Development dan menyampaikan laporan kepada AMMD.

Rencana aksi 2016-2025 disusun dan dikembangkan
dengan mempertimbangkan Cetak Biru Komunitas Politik
Keamanan ASEAN 2025 dan Laporan ASEAN bebas narkoba
2015: Evaluasi dan Rekomendasi Pasca 2015 dan merupakan
kelanjutan dari rencana kerja 2009-2015 (ASEAN.org 2016,3).
Dalam evaluasi disebutkan bahwa masyarakat ASEAN akan
masih terus menghadapi (i) meluasnya penyalahgunaan
narkoba, khususnya opium dan amphetamine type stimulants
(ATS) dalam komunitas, (ii) tantangan baru dengan munculnya
NPS (New Psychoactive Substances) serta diversi dari prokursor
kimia, (iii) keterlibatkan sindikat kejahatan transnasional di
kawasan khususnya dalam pembuatan dan perdagangan illegal
narkoba, (iv) penggunaan teknologi baru dan interkonektivitas
kawasan untuk tujuan illegal dan (v) menyediakan solusi
alternatif yang berkesinambungan untuk menghapuskan
kemiskinan bagi komunitas yang tergantung pada penanaman
narkoba illegal, (vi) terus berlangsungnya ancaman akibat
penyelundupan prokusor dan produksi narkoba dari daerah
segitiga emas (Godlen Triangle) dan (vii) meningkatnya
perdagangan illegal melalui jalur laut (cnb.gov.sg 2016).
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7. Tantangan “ASEAN Bebas Narkoba”

Dalam perjalanan selama 50 tahun ASEAN mengontrol
penyalahgunaan narkoba, banyak inisiatif, rencana, pertemuan,
aksi bersama, kerja sama internal dan eksternal telah dilakukan
ASEAN untuk mencapai ASEAN bebas narkoba. Melalui
langkah dikerjakan yang terkesan incremental pragmatis ini
setidaknya ASEAN berhasil menemukan kerangka pencegahan
dan penanggulangan Narkoba pada tingkat internasional,
regional dan nasional dan memposisikan diri dalam inisiatif
bersama secara regional dan global - suatu usaha yang tidak
mudah karena memerlukan kesabaran untuk bertemu, berdialog
menyamakan visi dan pandangan serta kegigihan untuk
mempertahankan visi bersama ASEAN.

Rencana Kerja ASEAN 2009-2015 telah mengalami
tinjauan pada 2012 dan 2014 dengan kesimpulan “...whereas
ASEAN's commitment to combating illicit drugs remains resolute and
there are significant achievements, challenges are still prevalent and
new threats are emerging..” sehingga direkomendasikan ... that a
strong effort in both supply and demand reduction still need to be
undertaken..” (cnb.gov.sg 2016, 2).

Sementara evaluasi final dari UNODC 2014 Drug Free
ASEAN  2015: Evaluation and Recommendations Post-2015
menemukan bahwa situasi narkoba di kawasan bakal terus
memburuk, laporan menggarisbawahi perlunya pemerintah
negara anggota ASEAN menerapkan pendekatan yang lebih
holisitik untuk mengatasi tantangan akibat perdagangan gelap
narkoba - dengan mengubah pendekatan lembaga dan otoritas
dari pendekatan kontrol satu dimensi menjadi pendekatan
manajemen multi-dimensi (cnb.gov.sg 2016, 2).

Pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah negara-
negara inti  ASEAN mampu menghadapi tantangan
penyalahgunaan narkoba yang tidak lagi bersifat konvensional
namun dipicu oleh modus baru, skala, teknologi produksi dan
tantangan  dinamika perdagangan gelap yang selalu
menemukan celah di antara usaha keamanan nasional dan
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regional yang ketat? Cita-cita negara anggota akan “ASEAN
Bebas Narkoba 2015” apakah juga dapat dicapai?

Terus terang terasa berat menjawab pertanyaan tersebut,
mengingat tantangan yang dihadapi tidak semakin ringan.
ASEAN Bebas Narkoba juga perlu dipahami sebagai
pengurangan secara bertahap penyalahgunaan narkoba, dan
bukan sama sekali terbebas dari penggunaan atau pun
perdagangan gelap narkoba.

Kompleksitas aspek mental, sosial, ekonomi, politik,
keamanah, budaya serta dinamika transnasional tidak
memungkinkan “menjawab” pertanyaan semua tantangan
dalam satu “resep” jitu. Namun satu hal jelas, gerakan
penanggulangan harus melibatkan masyarakat luas - tidak
hanya pemerintah, lembaga atau birokrasi. Pendekatan berbasis
masyarakat, melalui usaha ASEAN social community engineering -
suatu ‘upaya dalam rangka transformasi masyarakat ASEAN
secara luas - dapat menjadi harapan baru selain tentunya
kebijakan sosial ekonomi politik keamanan yang mendukung
konteks masyarakat negara anggota agar supaya dapat hidup
dengan layak dan sejahtera, tanpa harus berpaling kepada
perdagangan Narkoba yang menjanjikan hasil seketika (instant).
ASEAN, selamat terus berjuang melawan Narkoba!
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